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PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


A. RENCANA STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah: “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”. Pernyataan visi ini mengandung enam makna yaitu :
1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi. 
3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance).
4. Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.  
5. Sinergitas dan konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
6. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. 
2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.  Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2012 – 2017, yaitu : 
1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/ kecamatan/ kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global. 
5. Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan  ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.
Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan hasil evaluasi keselarasan tujuan dan sasaran terhadap misi RPJMD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran serta indikator sasaran RPJMD dengan rincian sebagai berikut:
Misi I: 	Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra  pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/ kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
Tujuan: 
1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata
Sasaran: 	
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat
2. Meningkatnya konsumsi masyarakat
3. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat
4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat

Misi II: 	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tujuan:	
1. Memberdayakan masyarakat 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
Sasaran:	
1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan

Misi III: 	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
Tujuan:	
1. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan
Sasaran:
1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam
2. Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup
3. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang

Misi IV: 	Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global. 
Tujuan: 
1. Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah
2. Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh. 
Sasaran:	
1. Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.
2. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

Misi V: 	Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.
Tujuan: 
1. Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.
Sasaran:
1. Menguatnya tata kelola pemerintah daerah
2. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran di uraikan dalam Tabel 2.














                                       Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Visi :    Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan.

	
Misi

	Tujuan
	Sasaran

	Misi I: 
Mengembangkan ekonomi kerakyatan.








	1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
2. Meningkatnya konsumsi masyarakat.
3. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.


	
	2. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. 
	1. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.

	Misi II : 
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

	1. Memberdayakan masyarakat.
	1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.


	
	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
	2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.


	Misi III : 
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang
	1. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.
	1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. 
2. Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang.


	Misi IV :  
Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.



	1. Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah.

	1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. 

	
	2.Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh. 

	1. Berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

	Misi V :  
Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government. 
	1. Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.


	1. Menguatnya tata kelola pemerintah daerah.

2. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis. 



B. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan atas tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, selanjutnya untuk memperjelas capaian tujuan dan sasaran dimaksud maka disusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2017 tanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan RPJMD Tahun 2012-2017. Indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (tahun) lima Tahun 2016 – 2017.  
Bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tujuan, sasaran strategis dan yang diimplementasikan kedalam perjanjian kinerja. Adapun gambaran sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2
Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama serta Target
	NO.
	SASARAN STRATEGIS 
	INDIKATOR KINERJA
	SATUAN
	KONDISI AWAL
	TARGET 2016
	TARGET AKHIR 2017

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	5
	6
	7

	1.
	Meningkatnya pendapatan masyarakat.
	1.


	PDRB Perkapita (Rp)

	Rupiah
	32.070.000,-
	47.517.000,-
	50.614.000,-

	2.
	Meningkatnya konsumsi masyarakat.

	1.


	Daya Beli Masyarakat 
Pengeluaran (Rp)
	
Rupiah

	
10.808.000

	
12.122.000,-

	
12.399.000,- 


	
	
	2.


	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita 
	Rupiah
	8.118.688
	16.605.892,-
	18.282.358

	3.
	Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.
	1.

	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

	Persen

	68,40

	67,03

	67.08


	
	
	2.



	Persentase Wirausaha Baru (%)
	persen
	28.00
	1,00
	1,00

	4.
	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	1.
	Indeks Gini
	Koefisien
	0.300
	0.268
	0.265

	
	
	2.
	Indeks Williamson
	persen
	0.291
	0.288
	0.285

	5.
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 
	1.


	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (%).
	Persen
	55.62
	73,72
	77.32

	6.
	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
	1.

	Angka Melek Huruf
	Persen

	95.83
	98,24
	98.50

	
	
	2.

	Angka Rata-rata Lama Sekolah
	Persen

	7.58
	8.01
	8.11

	
	
	3.
	Angka Harapan Hidup (AHH)
	Persen
	69.05
	69.80
	69.90



	7.
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. 
	1.
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Persen
	61.19
	63.00
	65.00

	8.
	Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup.
	1.



	Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%).
	Persen
	11.57
	11.57
	11,57

	9.
	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang
	1.


	Ketaatan terhadap RT/RW
	Persen
	75.00
	100.00
	100.00

	10.
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.
	1.


	Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap (%)
	Persen

	61,47
	97.50
	98.00

	
	
	2.



	Pelabuhan Laut/Udara/Terminal bus dalam kondisi baik (%)
	Persen
	60.00
	85.00
	100.00

	
	
	3.
	Rasio Elektrifikasi (%)
	Persen
	66.18
	97,50
	97.75

	11.
	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 
	1.



	Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%)

	Persen
	na
	17.24
	
17.24



	
	
	2
	Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan
	
	
	1
	1

	
12.




	
Menguatnya tata kelola pemerintah daerah.




	1.

	Opini  Audit BPK
Penilaian 
	
-
	WDP
	WTP
	WTP

	
	
	2.


	Akuntabilitas Kinerja (skor)
Indeks 
	
Angka

	41,97 (C)
	65 (B)
	70,00 (B)

	
	
	3.

	Reformasi Birokrasi
	angka
	na
	62,25
	65.00

	
13.
		
Terwujudnya pemerintahan yang demokratis
	
1.

	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
	Persen
	67.13
	76.00
	76.50




C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
Upaya pencapaiannya tujuan dan sasaran dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.
1. Strategi & Arah Kebijakan		
Strategi dan Arah Kebijakan untuk mewujudkan misi yaitu:
a. Misi I: Mengembangkan ekonomi kerakyatan 
1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, penerapan iptek, peningkatan kapasitas SDM, bantuan teknis pengembangan produk dan pemasaran, kemudahan beriinvestasi dan berusaha, dan optimalisasi fungsi pasar tradisional, peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis, mitigasi gangguan terhadap komoditas pangan dan komoditas strategis, peningkatan kesejahteraan petani. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : 
a) Pengembangan dan Penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. 
b) Perluasan dan peningkatan aksesibilitas permodalan UMKM dan Koperasi serta kelembagaan ekonomi lainnya. 
c) Penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi. 
d) Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha 
e) Peningkatan Promosi dan pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama usaha dan perdagangan 
f) Pemberian kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha. 
g) Peningkatan ketersediaan bahan pangan dan komoditas strategis dalam mendukung kedaulatan pangan
2) Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan keamanan bahan pokok, dilakukan agar meningkatkan ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga dan meningkatnya konsumsi energi dan protein per kapita per tahun.
a) Peningkatan ketahanan, aksesibilitas, keamanan dan keanekaragaman pangan daerah 
b) Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 
	3) Meningkatkan partisipasi dan daya serap tenaga kerja, dilakukan agar meningkatnya Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Persentase Wirausaha Baru. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan: 
a) Peningkatan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 
b) Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja; 

	c) Pengelolaan Iklim kerja yang kondusif; 
d) Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan tenaga kerja, K3 serta penegakan hukum; 
e) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; 
f) Peningkatan wirausaha baru. 
4) Peningkatan Daya Saing Pariwisata Daerah, dilakukan agar meningkatnya pendapatan perkapita. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
a) Perwujudan Pulau Belitung sebagai daerah pariwisata internasional;
b) Pengembangan Desa Wisata;
c) Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan. 
5) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan daerah, dilakukan agar menurunnya Indeks Gini. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan: 
a) Pembentukan dan Pengembangan OVOP; 
b) Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Komoditi; 
c) Pengembangan Kawasan integrasi ternak dan tanaman pertanian; 
d) Pengembangan usaha perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil perikanan; 
e) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah; 
f) Pembangunan dan Pengembangan desa mandiri energi dan pulau-pulau terkecil berbasis energi baru terbarukan; 
g) Peningkatan Perekonomian dari Sektor Pertambangan; 
h) Pengembangan Hasil Hutan Kayu dan Non kayu; 
i) Pengembangan Rantai Pasokan Produk Unggulan Daerah. 
6) Meningkatkan kapasitas dan peluang usaha calon wirausaha baru, dilakukan untuk menurunkan Indeks Williamson di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : 
a) Peningkatan kewirausahaan dan kelembagaan UMKM dan Koperasi; 
b) Pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan calon wirausaha; 
c) Peningkatan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal. 



	b. Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui Strategi sebagai berikut : 

	1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam budaya, olahraga dan pemberdayaan serta perlindungan terhadap PMKS serta Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan, dilakukan untuk meningkatkan persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan pengangaran. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : 
a) Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah; 
b) Peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa; 
c) Pembentukan karakter jiwa kepemimpinan pemuda dan pembinaan generasi muda; 
d) Pemasalahan dan pembinaan olahraga prestasi;
e) Peningkatan olahragawan yang berprestasi; 
f) Rehabilitasi Pemberdayaan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS;
g) Pengentasan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan; 
h) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; 
i) Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi;
j) Pemberdayaan masyarakat Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 
k) Penurunan kesenjangan peran gender dalam pembangunan;
l) Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2) Meningkatkan kapasitas layanan pendidikan, dilakukan untuk meningkatkan Angka rata-rata lama sekolah dan Angka melek huruf. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
a) Penyediaan layanan pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat;
b) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah;
c) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan;
d) Peningkatan manajemen dan pengembangan inovasi proses pembelajaran
e) Percepatan Penyelesaian Pengentasan buta aksara;
f) Pengembangan budaya membaca dan menulis serta pembinaan perpustakaan
3) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dilakukan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan:
a) Pengendalian angka kelahiran;
b) Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan tidak menular:
c) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
d) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
e) Peningkatan kualitas gizi masyarakat;
f) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat;
g) Standarisasi pelayanan kesehatan;
h) Peningkatan sistem pengembangan manajemen pemberdayaan SDM kesehatan;
i) Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan;
j) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan korban penyalahgunaan narkoba



	c. Misi III Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang, melalui strategi sebagai berikut : 

	1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : 
a) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang asri dan lestari; 
b) Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan 
2) Meningkatkan pengamanan dan penindakan terhadap kerusakan lingkungan serta melakukan konservasi dan optimalisasi penanggulangan bencana, dilakukan untuk meningkatkan Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung. 


Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a) Konservasi hutan lahan dan air; 
b) Peningkatan pengamanan kawasan hutan;
c) Penindakan terhadap pelaku perusak lingkungan; dan
d) Optimalisasi penyelenggaraan penanggulanggan bencana.
Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan untuk meningkatkan Ketaatan terhadap RTRW. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan : 
· Peningkatan fungsi dan peran BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang; 
· Pemanfaatan dan Penyelesaian permasalahan lahan dan perbatasan; dan 
· Percepatan penyelesaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).


	d. Misi IV Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, untuk meningkatkan akan ditempuh melalui strategi sebagai berikut :
1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang daya saing, dilakukan untuk meningkatkan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap, Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik, dan Rasio Elektrifikasi. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a) Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil;
b) Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi;
c) Peningkatan penyediaan air bersih;
d) Peningkatan kualitas sanitasi;
e) Pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau;
f) Pemerataan akses Energi, teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir,
g) terpencil dan pulau-pulau kecil;
h) Peningkatan fasilitas broadband di kawasan strategis; dan
i) Pembangunan infrastruktur energi listrik dan pengembangan berbagai energi alternatif.
2) Mempercepat pengembangan kawasan strategis, dilakukan untuk meningkatkan Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan dan Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a) Pengembangan Pangkalpinang sebagai daerah Metro sebagai upaya untuk pengembangan ibukota provinsi sebagai pusat jasa, industri, dan pemerintahan;
b) Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
c) Pengembangan Kawasan Lintas Barat dan lintas Utara Pulau Bangka;
d) Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur;
e) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung);
f) Penetapan dan pengembangan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten/kota;
g) Pengembangan Bandara Depati Amir dan H.A.S. Hanandjoeddin untuk menjadi bandara internasional;
h) Pengembangan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat);
i) Rintisan pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah;
j) Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata dengan keunggulan lokal;
k) Peningkatan dan pengembangan KTM Batu Betumpang;
l) Percepatan pembangunan jembatan dan kawasan industri perikanan Teluk Kelabat.

e. Misi V Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government, melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung, akan ditempuh melalui strategi sebagai berikut :
1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran aktif penegak hukum dalam menjaga Kamtibmas, dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas;
b) Pemeliharaan kamtibmas melalui kemitraan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum;
c) Penguatan Peran dan kapasitas Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam penegakan Perda;
d) Peningkatan intensitas dan kualitas peran Forum koordinasi pimpinan daerah dalam menjaga Kamtibmas; dan
e) Peningkatan tertib administrasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2) Menata perangkat daerah dan aparatur yang efektif dan efisien, dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a) Penataan Perangkat Daerah dan peningkatan ketatalaksanaan yang efisien;
b) Peningkatan kapasitas dan penempatan aparatur serta pemberian reward and punishment.
3) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan untuk meningkatkan Opini Audit BPK dan Penilaian akuntabilitas kinerja (skor). Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran responsif gender;
b) Peningkatan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
d) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
e) Peningkatan keterbukaan informasi publik;
f) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis AKRUAL;
g) Peningkatan akuntabilitas keuangan dan pengelolaan aset daerah;
h) Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; dan
i) Peningkatan pengelolaan, pelestarian, dan penyelamatan arsip daerah.
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran lembaga demokrasi serta partai politik dalam mewujudkan pembangunan demokrasi, dilakukan untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Belitung. Strategi ini akan dilaksanakan melalui arah kebijakan :
a) Peningkatan Partisipasi dan kesantunan masyarakat dalam berdemokrasi;
b) Peningkatan pengetahuan kepemimpinan, pemerintahan dan politik kepada masyarakat;
c) Peningkatan peran pemerintah, partai politik, DPRD dalam penyelenggaraan pilpres, pemilukada dan pemilu legislatif; dan
d) Peningkatan pembinaan lembaga non pemerintah dalam proses pembangunan.


D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
	Tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi pada tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah. Adapun rincian mengenai Perjanjian Kinerja Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
	NO.
	SASARAN STRATEGIS 
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1.
	Meningkatnya pendapatan masyarakat.
	1.


	PDRB Perkapita (Rp)

 
	47.517.000,-



	
2.
	
Meningkatnya konsumsi masyarakat.

	
1.

2.


	
Daya Beli Masyarakat (Rp)

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita 
	
12.122.000,-

16.605.892,-

	
3.
	
Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.
	
1.

2.


	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
Persentase Wirausaha Baru (%)
	
67,03
1,00

	
4.
	
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	
1.
2.
	
Indeks Gini
Indeks Williamson
	
0,268
0,288



	
5.
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 
	
1.


	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (%).
	
73,72


	
6.
	
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
	1.
2.

3.


	Angka Melek Huruf
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Angka Harapan Hidup (AHH)
	98,24
8,01

69,80

	
7.
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. 
	
1.

	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

	63,00



	8.
	Pencegahan kerusakan lingkungan.
	1.



	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%).
	
11,57

	9.
	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang
	1.


	Ketaatan terhadap RT/RW
	
100

	10.
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.
	1.

2.


3.
	Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap (%)
Pelabuhan Laut/Udara/Terminal bus dalam kondisi baik (%)
Rasio Elektrifikasi (%)
	
97,50

85

97,50

	
11.
	
Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 
	
1.



	
Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%)
	
17,24





	
	
	2
	Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan
	1

	
12.

	
Menguatnya tata kelola pemerintah daerah.
	
1.
2.

3.
	
Opini  Audit BPK
Penilaian Akuntabilitas Kinerja (skor)
Indeks Reformasi Birokrasi
	
WTP
65,00 (B)

62,25

	
13.
		
Terwujudnya pemerintahan yang demokratis
	
1.

	
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
	
76,00

	TOTAL ANGGARAN
TAHUN 2016
	Rp. 2.439.184.029.678,34



E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN
Berdasarkan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang  telah  ditetapkan dalam RPJMD, perlu upaya untuk pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam program prioritas daerah. Adapun program prioritas masing-masing untuk mencapai sasaran 2016 sebagai berikut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagai berikut: 
Tabel 2.4.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
	No.
	Sasaran
	Indikator
	Didukung Jumlah Program
	Pendanaan

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Meningkatnya pendapatan masyarakat.
	PDRB Perkapita (Rp)

	· Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 
	738.170.000.00

	
	
	
	· Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan
	823.575.000


	
	
	
	· Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	10.592.140.000

	
	
	
	· Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	2.827.150,000

	
	
	
	· Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit ternak
	532.625,000

	
	
	
	· Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
	1.693.529.000


	
	
	
	· Program Pengelolaan & Pengawasan sumber daya laut, pesisir & pulau-pulau kecil  serta sumber daya perikanan
	6.492.590.000





	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	· Program Peningkatan Promosi & Kerjasama investasi
	794.787.000

	
	
	
	· Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
	1.808.575.000

	
	
	
	· Program Penelitian/Pengembangan ESDM & air tanah
	280.850.000

	
	
	
	· Program Pembinaan & Pengusahaan mineral, panas bumi & air tanah
	1.285.326.000

	
	
	
	· Program Pengelolaaan Kekayaan Budaya
	275.101.000

	
	
	
	· Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 
	969.174.000

	
	
	
	· Program Pengembangan Kemitraan
	1.924.879.000

	2
	Meningkatnya konsumsi masyarakat.
	Daya Beli Masyarakat (Rp)
	· Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
	5.109.660.000

	
	
	
	· Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
	492.390.000


	
	
	
	· Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
	136.143.000

	
	
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita
	· Program Pengembangan Pengelolahan & Pemasaran Produk Hasil Kelautan & Perikanan
	2.338.000.000

	
	
	
	· Program Perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan
	2.595.271.000

	3
	Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

	· Program Pengembangan HI dan Jamsostek 
	1.375.320.000

	
	
	
	· Program Peningkatan Kompetensi & Produktifitas Tenaga Kerja
	1.372.240.000

	
	
	
	· Program Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja
	4.196.371.000

	
	
	Persentase Wirausaha Baru (%)
	· Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 
	433.788.000

	
	
	
	· Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	524.443.000

	
	
	
	· Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
	1.280.425.000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	· Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi & Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)
	926.640.000

	
	
	
	· Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga & Wilayah
	40.424.000

	
	
	
	· Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
	1.399.300.400

	
	
	
	· Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
	146.400.000

	
	
	
	· Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu
	723.270.000

	4
	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	Indeks Gini



	· Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	783.151.000

	
	
	Indeks Williamson
	· Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah & Besar
	277.407.000

	
	
	
	· Program Peningkatan Pelayananan Angkutan
	485.340.000

	
	
	
	· Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
	200.550.000

	
	
	
	· Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa & Keuangan Desa
	1.828.566.000

	
	
	
	· Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masyarakat Desa
	1.145.810.000

	
	
	
	· Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat & Usaha Ekonomi Desa
	3.505.721.800

	
	
	
	· Program Pengelolaan SDA desa dan Pengembangan TTG
	1.234.568.000

	5
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 
	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (%).
	· Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	783.151.000

	
	
	
	· Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	3.557.887.000

	
	
	
	· Program Perencanaan Pembangunan Pemerintah
	515.677.000




	1
	2
	3
	4
	5

	6
	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
	Angka Melek Huruf




	· Program Pendidikan Anak Usia Dini

	2.618.378.500

	
	
	
	· Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
	15.369.745.000

	
	
	
	· Program Pendidikan Non Formal
	6.424.426.500

	
	
	
	· Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
	1.214.452.000

	
	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah
	· Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	1.409.656.000

	
	
	
	· Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
	20.872.415.000

	
	
	Angka Harapan Hidup (AHH)
	· Program obat dan Perbekalan Kesehatan
	9.887.973.200

	
	
	
	· Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	489.026.000

	
	
	
	· Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat 
	832.213.000

	
	
	
	· Program Perbaikan gizi masyarakat
	882.864.000

	
	
	
	· Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	1.390.286.000

	
	
	
	· Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
	2.640.127.000

	
	
	
	· Program standarisasi Pelayanan Kesehatan
	2.972.670.000

	
	
	
	· Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	18.383.446.400

	
	
	
	· Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
	180.997.000

	
	
	
	· Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	312.751.000

	
	
	
	· Program Pengawasan & Pengendalian Makanan
	630.906.000

	
	
	
	· Program Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan 
	541.609.000

	
	
	
	· Program Sumber Daya Kesehatan
	2.703.749.000






	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	· Program Pengadaan, Peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
	39.576.479.190

	
	
	
	· Program Pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
	1.563.200.000

	
7
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. 
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

	· Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	2.655.390.300

	
	
	
	· Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
	1.083.848.500

	
	
	
	· Program peningkatan pengendalian polusi
	245.490.000

	8
	Pencegahan kerusakan lingkungan.
	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%).
	· Program Perencanaan & Pengembangan Hutan
	3.216.240.750

	
	
	
	· Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Hutan
	2.699.950.000

	
	
	
	· Program Rehabilitasi Hutan & Lahan
	2.610.180.000

	9
	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang
	Ketaatan terhadap RT/RW
	· Program Perencanaan Tata Ruang 
	3.024.380.000

	
	
	
	· Program perencanaan tata Ruang 
	1.044.759.500

	10
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.
	Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap (%)










	· Program pembangunan jalan dan jembatan
	95.421.220.000

	
	
	
	· Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
	95.443.580.000

	
	
	
	· Program inpeksi kondisi jalan dan jembatan
	552.440.000

	
	
	
	· Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan
	253.750.000

	
	
	
	· Program peningkatan sarana dan prasana kebinamargaan
	416.830.000

	
	
	Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal bus dalam kondisi baik (%)
	· Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
	6.333.390.000

	
	
	
	· Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
	18.493.730.000



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	· Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	6.951.120.000

	
	
	Rasio Elektrifikasi (%)
	· Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
	3.512.661.000

	11
	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 
	Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%)

	· Program Kerjasama Pembangunan

	249.370.000

	
	
	
	· Program Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis & cepat tumbuh
	122.180.000

	
	
	
	· Program pembangunan kawasan transmigrasi
	978.453.000

	
	
	
	· Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
	723.159.000

	12
	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah.
	Opini  Audit BPK
	· Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	4.676.453.000

	
	
	
	· Program Pembinaan &  Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	781.702.280

	
	
	
	· Program Peningkatan sistem pengawasan internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	4.813.269.000

	
	
	
	· Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan
	1.059.299.000

	
	
	
	· Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala Daerah
	5.569.162.000

	
	
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja (skor)
	· Program peningkatan akuntabilitas kepala daerah
	230.940.000

	
	
	Indeks Reformasi Birokrasi

	· Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
	73.710.000

	
	
	
	· Program pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi
	159.260.000





	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	· Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi
	845.331.000

	13
	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis
	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi

	· Program pengembangan wawasan kebangsaan
	1.995.117.550

	
	
	
	· Program pendidikan politik masyarakat
	1.147.742.860

	
	
	
	· Program peningkatan ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan sosial budaya
	693.788.210


Sumber: RKPD Tahun 2016
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